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Gugatan Perwakilan Kelompok telah menjadi bagian dari cara pengajuan gugatan di Indonesia sgjak adanya
Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang kemudian disusul dengan adanya
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang 41 tahun 1999
tentang Kehutanan. Dalam kurun waktu tersebut belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa,
megadili dan memutus gugatan yang digjukan sehinggaterjadi kekosongan hukum. Untuk mengantisipasi
hal tersebut, padatanggal 26 April 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun pada kenyataannya, penerapan
dari prosedur pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok tidaklah mudah dan para penegak hukum di
Indonesia masih perlu mengembangkan dan mempelgari lebih dalam. Khususnya permasal ahan mengenai
ukuran pemenuhan syarat-syarat pengauan Gugatan Perwakilan Kelompok yang seringkali berbeda-
beda,salah satu contohnya adalah dalam pemenuhan syarat-syarat pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok
dalam perkara Nomor 75/PDT/G/2005/PN.JKT.PST. Perbedaan penafsiran antara penegak hukum dan
kurangnya pengetahuan menjadi penghalang diciptakannya suatu Gugatan Perwakilan Kelompok yang
sesuai dengan proses pemeriksaan perkara padatahap awal persidangan. Kurangnya kejelasan pengaturan
pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok juga menjadi salah satu kendala dari tidak konsistennya proses
pemeriksaan tahap awa Gugatan Perwakilan Kelompok. Sesuai dengan Huruf F pada bagian menimbang
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, bahwa Peraturan Mahkamah ini dibuat sambil menunggu
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pengaturan tatacara Gugatan Perwakilan Kelompok ini
diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang yang lebih rinci dan jelas sehingga tidak terdapat
kerancuan dan ketidakpastian hukum.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323514&lokasi=lokal

